Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan
demokratis, dituntut memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berperan serta dalam @ setiap
pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Pasuruan;

bahwa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan
publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah
dan masyarakat untuk bersama-sama bertanggungjawab
terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang baik dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.
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20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Tata Cara dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

10.

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan
pemerintahan yang transparan, yang bercirikan kesediaan untuk
memberikan keterangan yang benar dan terbuka terhadap masukan atau
permintaan orang lain.

Publik adalah setiap orang sebagai subyek hukum, kelompok masyarakat
yang bersifat sosiologis, profesional dan badan hukum.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri.

Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diputuskan oleh Bupati, DPRD,
Kepala Desa/Lurah dan BPD, yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, Keputusan DPRD, Peraturan Desa, Keputusan Lurah, Keputusan
BPD serta perjanjian dengan pihak lain yang berdampak pada hak dan
kewajiban publik.

Pembuat Kebijakan Publik adalah Bupati dan/atau DPRD, Kepala
Desa/Lurah dan/atau BPD, Badan-badan pemerintah dan swasta yang
berdampak kepada hak dan kewajiban publik.

Informasi adalah semua bentuk komunikasi berupa fakta-fakta, data
ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka,
grafik maupun audio visual dan sekumpulan data elektronik, tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, photo, elektronik
data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau
perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.



11.

12.

13.

14.

15.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Informasi kebijakan publik adalah segala bentuk penyampaian dokumen
kebijakan publik yang dibuat dan diberikan oleh pembuat kebijakan publik
untuk dapat diketahui dan dipahami oleh publik dalam bentuk Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan perangkat daerah lainnya,
Keputusan DPRD, Peraturan Desa/Lurah, Keputusan Kepala Desa dan atau
BPD.

Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun
tidak langsung, tertulis atau lisan untuk memberikan pemikiran berupa
gagasan, saran dan pendapatnya dalam proses perumusan, pelaksanaan
dan evaluasi kebijakan publik.

Proses kebijakan daerah adalah seluruh tahapan pembuatan kebijakan
daerah mulai dari rencana penyusunan, implementasi, monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Prosedur adalah urutan langkah-langkah pelaksanaan dari setiap kegiatan
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta
pertanggungjawaban kegiatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transparansi pemerintahan dan partisipasi publik dilaksanakan berdasarkan
asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan yang
berdasarkan prinsip-prinsip demokratis serta tidak bertentangan dengan hak-
hak jabatan publik dan hak perseorangan.

Pasal 3

Transparansi pemerintahan dan partisipasi publik bertujuan :

a.

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;

meningkatkan daya tanggap badan publik dan pejabat pembuat kebijakan
publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan
keputusan/kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang demokratis, transparan dan partisipatif;

meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat
publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan
partisipatif;

menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap
tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
publik untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;



(1)

(2)

(3)

mendorong peran serta dan tanggungjawab publik terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah/desa/kelurahan;

mendorong peran serta publik dalam menentukan arah masa depan
kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah,
regional dan nasional;

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan,
efektif dan efesien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
dalam Informasi Publik

Pasal 4

Hak dan kewajiban dalam Informasi Publik :
a. setiap pemohon informasi publik berhak menyajikan permintaan
informasi publik disertai alasan permintaan tersebut; dan

b. publik berhak mendapatkan informasi kebijakan publik yang
dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-
undangan.

Hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

a. melihat dan mengetahui informasi publik;

b. menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum, untuk memperoleh
informasi publik;

c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
dengan Peraturan Daerah; dan

d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah
dan/atau peraturan perundang-undangan.

Badan Publik wajib menyediakan informasi yang meliputi :

a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum,;

d. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan
publik; dan

e. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
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Badan Publik dan pembuat kebijakan publik wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya.

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah.

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permintaan
informasi kebijakan publik apabila :

a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. permintaan informasi kebijakan publik tidak disertai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

c. permintaan informasi kebijakan publik belum dikuasai atau belum
waktunya untuk diinformasikan;

bertentangan dengan asas kepatutan;
bertentangan dengan rahasia jabatan;
informasi yang bertentangan dengan hak-hak pribadi;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

@ o oo

informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban dalam Partisipasi Publik

Pasal 5
Publik berhak berperan serta dalam proses perumusan, penetapan dan

pelaksanaan kebijakan publik.

Publik wajib memberitahukan kepada Badan Publik untuk melakukan
partisipasi dalam proses perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan
publik.

Partisipasi publik dapat dilaksanakan melalui :

a. hadir pada saat perumusan kebijakan publik dengan hak mendengar;
b. melakukan audiensi dan/atau dialog terbuka; dan
c. mengusulkan draf kebijakan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme partisipasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 6

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah.

Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan
keamanan negara.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau
media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 7

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat,

tepat waktu, dan biaya ringan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 8

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis
atau tidak tertulis.

Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik,
subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.

Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi
Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa
nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
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(8)

()

(1)

(2)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada
Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB V
KEBERATAN DAN PENGADUAN

Pasal 9

Publik dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dan pembuat

kebijakan publik, apabila:

a. adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai
alasan yang jelas;

b. tidak disediakannya sarana dan prasarana informasi publik yang
merupakan kewajiban pembuat kebijakan publik;

adanya pengenaan biaya yang tidak wajar;
tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik;
tidak setuju dengan prosedur dan mekanisme partisipasi publik;

tidak adanya tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan. dan
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tanggapan yang disampaikan badan publik dan pembuat kebijakan
publik bertentangan aspirasinya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.



(3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembuat kebijakan
publik menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang
mengajukan keberatan.

Pasal 10
Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada

Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi
non litigasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI PASURUAN,
ttd.
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 14
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I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UMUM

Setiap warga Negara mempunyai hak asasi. Salah satu hak asasi warga
Negara adalah hak untuk mendapatkan informasi secara transparan.
Informasi ini merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional; dan khususnya bagi upaya membentuk pemerintahan
yang bersih, berwibawa, dan bermartabat.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
Informasi Publik merupakan salah satu karakter penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik.

Baik buruknya penyelenggaraan kehidupan pemerintahan, dalam hal ini
pemerintahan daerah, adalah ditentukan oleh terpenuhi tidaknya akses
informasi yang diperoleh masyarakat. Akses informasi merupakan cermin
kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang demokratis.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan masyarakat informasi, termasuk dalam mendapatkan
akses informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu,
kehadiran Peraturan Daerah yang mengatur mengenai transparansi
penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi publik menjadi sangat urgen.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai
kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan
pedoman perilaku bagi semua orang, 2) kemanfaatan hukum itu
menunjukkan, bahwa hukum itu dibuat untuk masyarakat (manusia),
sehingga pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi
manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai ketika hukum
dilaksanakan, justru tidak memberikan manfaat (menyejahterakan)
atau bahkan menyengsarakan masyarakat, 3) iktikad baik,
menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak mengandung
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muslihat, tipu daya, atau atau perbuatan rekayasa yang berlawanan
dengan hukum, 4) kehati-hatian, menunjukkan bahwa
penyelenggaraan aktifitas harus didasarkan kehati-hatian atau didasari
pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan segala akibat-
akibatnya, dan kebebasan, menunjukkan bahwa penyelenggaraan
aktifitas bebas dilaksanakan sesuai dengan norma yuridis yang
mengaturnya.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 295
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